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ABSTRAK

Pekerja migran Indonesia merupakan warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah
melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Atas definisi ini
sudah jelas bahwa pekerja migran Indonesia termasuk ke dalam tenaga kerja yang juga harus
mendapatkan perlindungan . Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada pekerja
migran adalah berupa penyelenggaraan jaminan sosial khusus pekerja migran Indonesia yang
dikualifikasikan ke dalam 3 (tiga) kurun waktu yaitu pra penempatan, penempatan dan pasca
penempatan. Penyelenggaraan jaminan sosial ini pun melalui program Asuransi Tenaga Kerja
Indonesia (Asuransi TKI) yang dikelola melalui Konsorsium Asuransi. Namun seiring berjalannya
waktu, Asuransi TKI dianggap tidak mampu memberikan perlidungan atas risiko yang dialami
pekerja migran khususnya pada masa penempatan. Atas hal tersebut, maka dilakukan
transformasi penyelenggaraan jaminan sosial pekerja migran Indonesia yang diperkuat dengan
diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia yang secara tegas mencabut Asuransi TKI. Dengan
adanya transformasi berarti terdapat peralihan atau perubahan tentang penyelenggaraan
jaminan sosial.Selain itu dengan adanya transformasi diharapkan mampu lebih memberikan

perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

Kata kunci : Pekerja Migran Indonesia, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Asuransi TKI, Jaminan

Sosial Pekerja Migran Indonesia.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara yang memiliki
jumlah penduduk keempat terbanyak di dunia. Pada tahun 2017, Badan Pusat Statistik
mencatat jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 261.890.90 ribu jiwa.! Dengan
jumlah penduduk tersebut, Indonesia dihadapi dengan tingkat pengangguran yang
tinggi. Untuk mengurangi tingkat pengangguran, salah satu solusi yang diterapkan
adalah penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri baik yang dilakukan
oleh pemerintah maupun oleh swasta.? Namun sejak dikeluarkannya Undang — Undang
Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terminologi

TKI diganti menjadi pekerja migran Indonesia.

Selain untuk mengurangi tingkat penganguran, penempatan pekerja migran Indonesia
pun dapat ikut menyumbang devisa negara melalui dana remitasi (dalam hal ini
remitasi yang dimaksud adalah pengiriman uang).® Di tahun 2015, Bank Indonesia
mencatat bahwa dana remitansi pekerja migran Indnesia yang masuk kedalam kas
negara sebesar USD $ 9.418 juta (sembilan ribu empat ratus delapan belas juta dolar
Amerika).* Hal ini membuktikan penempatan pekerja migran memberikan keuntungan
pada sektor ekonomi di Indonesia. Pekerja migran Indonesia sendiri merupakan warga

negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima

L https://www.bps.go.id/, diakses pada 30 Agustus 2017.

2 Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan
kemampuannya dengan pemberi kerja yang akan bekerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan
proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan
pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.

3 Istilah remitasi (remittance) pada mulanya adalah uang atau barang yang dikirimkan oleh tenaga
kerja ke daerah asal, semetara tenaga kerja masih berada di negara asalnya, Lihat : Bayu Dibyantoro,
Muhammad Mukti Alie, Pola Penggunaan Remitan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Serta
Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Daerah Asal, Jurnal Teknik PWK Volume 3 Nomor 2:2014,
diakses pada 29 September 2017

4 www.bi.go.id/seki/tabel/ TABEL5_31.pdf, diakses pada 30 Agustus 2017.
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upah di luar wilayah Republik Indonesia.®> Atas definisi ini sudah jelas bahwa pekerja
migran Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai tenaga kerja. Agar seseorang dapat
menjadi pekerja migran maka harus memenuhi persyaratan tertentu dan mengikuti
pelatinan khusus dan kemudian mendapat status sebagai calon pekerja migran
Indonesia.® Status calon pekerja migran ini akan berubah apabila calon pekerja migran

sudah diberangkatkan ke negara penempatan yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD
1945) Pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa, setiap warga negara berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di depan hukum.” Selain itu, penempatan tenga kerja harus dilaksanakan

dengan asas-asas :®

e Terbuka;
e Bebas;

e Objektif;
e Adil; dan

e Setara tanpa diskriminasi.

Kemudian, sebagai tenaga kerja, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai UU Ketenagakerjaan)
menyatakan bahwa tenaga kerja wajib mendapatkan perlindungan yang

mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik

5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1
angka 2.

& Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai
pencari Kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, Ibid, Pasal 1 angka 2.

7 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11732#.WdSfpFSCzDc,
diakses pada 3 September 2017.

8 Guus Heerman van Vos, Surya Tjandra, Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia, 2012, him.
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tenaga kerja, yang mana perlindungan ini diberikan oleh pemberi kerja yang

bersangkutan.®

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman
terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu
diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum. Hukum harus mampu mewujudkan perlindungan yang bersifat prediktif
dan antisipatif, serta membantu kaum lemah guna memperoleh keadilan sosial.l”
Faktanya, banyak calon pekerja migran Indonesia maupun pekerja migran Indonesia
mendapatkan perlakuan yang tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap
dirinya seperti tidak kunjung diberangkatkan, mengalami kekerasan fisik, pelecehan

seksual bahkan menjadi objek dalam perdangan masusia.

Atas berbagai problematika tersebut, Pemerintah mulai mengambil tindakan dalam
rangka memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, dan di tahun 2004,
diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (yang selanjutnya disebut UU
39/2004). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di tahun 2017, pemerintah
menerbitkan peraturan perundang — undangan yang baru yaitu Undang — Undang
Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (yang
selanjutnya disebut UU 18/2017). Dengan diterbitkannya undang-undang ini, maka
UU 39/2004 dinyatakan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.!* Selain itu, UU
18/2017 ini diharapkan mampu lebih memberikan kepastian hukum terhadap

perlindungan pekerja migran Indonesia.
Pada Pasal 1 angka 5 UU 18/2017 menyatakan bahwa,

“Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk
melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja

® Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 35 ayat (3).

10 satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, him.53.

11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 89
huruf a.



Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya
pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama
bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.”

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) kualifikasi
waktu yang berbeda dalam pemberian perlindungan yaitu sebelum bekerja atau pra
penempatan, selama bekerja atau penempatan dan saat setelah bekerja atau pasca/purna
penempatan. Selain itu, perlindungan yang diberikan harus memenuhi 3 (tiga) aspek

yaitu aspek hukum, aspek ekonomi dan aspek sosial.

Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Rl No. KEP/92/MEN/1998,
perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan melalui asuransi di mana lembaga
pelaksana penempatan TKI di luar negeri bertanggung jawab atas keselamatan dan
kesejahteraan tenaga kerja, penyelesaian masalah dan hak-hak TKI di luar negeri

(dalam hal ini TKI yang dimaksud adalah Pekerja Migran Indonesia).*2

Bila mengacu pada UU 39/2004, perlindungan pekerja migran Indonesia didasarkan
pada jaminan sosial melalui program asuransi yang mana diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 23/MEN/XI1/2008
tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Asuransi
TKI).2® Dengan kata lain jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia merupakan
Asuransi TKI.

Jaminan sosial merupakan program yang bersifat umum dan harus diselenggarakan
oleh semua negara. Program ini tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat umum,
namun juga bagi pekerja/buruh yang merupakan salah satu pihak dalam pelaksanaan

program perekonomian negara. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menuangkannya

2 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, him. 100.
13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri,
Pasal 63.



dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

VI/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, bahwa pemerintah harus :**
“Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga
kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja

yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan,
dan pekerja.”

Sedangkan, Asuransi TKI adalah bentuk perlindungan dalam bentuk santunan berupa
uang sebagai akibat risiko yang dialami TKI sebelum, selama, dan sesudah bekerja.’®
Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa wujud dari perlindungan yang diberikan oleh

asuransi TKI berupa santunan uang saja.

Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang Asuransi TKI salah
satunya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER. 23/MEN/XI11/2008 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Namun,
seiring berjalannya waktu, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER. 23/MEN/XI1/2008 ini dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dibidang
asuransi TKI maupun sistem perasuransian. Sehingga ditahun 2010, Peraturan Menteri
ini dicabut dan diganti oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Selanjutnya di tahun
2012, pemerintah kembali memperbaharui Peraturan Menteri tentang Asuransi TKI
dengan menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (yang
selanjutnya disebut Permenakertrans Asuransi TKI). Permenakertrans Asuransi TKI
ini merupakan peraturan pelaksana dari UU 39/2004 terkait perlindungan jaminan

sosial melalui program asuransi dalam Pelaksanaan Penempatan TKI Swasta.®

14 Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum., Aspek — Aspek Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, PT Raja
Grafindo, Jakarta, 2007, him 47.

15 Ppasal 1 angka 5.

16 Pelaksana Penempatan TKI Swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari
Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. Lihat Undang-



Secara tegas, Permenakertrans Asuransi TKI menyatakan dalam Pasal 2, bahwa :

“Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib mengikutsertakan calon TKI/TKI
yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi TKI yang
diatur dalam Peraturan Menteri ini.”

Dalam Pasal 3 Permenakertrans Asuransi TKI pun menyatakan bahwa program

Asuransi TKI ini diselenggarakan oleh konsorsium TKI, dan program Asuransi yang

dimaksud adalah :’

“(1) Program asuransi TKI pra penempatan

)

PoOoTPTOOO T

X' oK —h

risiko meninggal dunia;

risiko sakit dan cacat;

risiko kecelakaan;

risiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI; dan
risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual.

rogram asuransi TKI selama penempatan

risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI,

. risiko meninggal dunia;

risiko sakit dan cacat;

. risiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja;

risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun
massal sebelum berakhirnya perjanjian kerja;
risiko upah tidak dibayar;

. risiko pemulangan TKI bermasalah;
. risiko menghadapi masalah hukum;

risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual;
risiko hilangnya akal budi;dan

. risiko yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain

yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan.

(3) Program asuransi TKI purna penempatan

a

b,
C.
d.

risiko kematian;

risiko sakit;

risiko kecelakaan;dan

risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke
daerah asal, seperti risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/
pelecehan seksual dan risiko kerugian harta benda.”

Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penetapan dan PPeraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013
tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia,
Pasal 1 angka 5.

17" Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi
Tenaga Kerja Indonesia, Pasal 23.



Setiap jenis program Asuransi di atas memiliki jenis risiko dan besar santunan asuransi

TKI serta prosedur pendaftaran maupun klaim yang berbeda — beda.

Kemudian ditahun 2013, Pemerintah kembali menerbitkan peraturan pelaksana dari
dari UU 34/2004 vyaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut PP 3/2013),
yang memiliki kedudukan hierarki perundang-undangan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan Permenakertrans Asuransi TKI. Secara garis besar PP 3/2013 ini

mengatur 3 hal yaitu : 8

a. Perlindungan TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai
dengan purna penempatan;

b. Perlindungan TKI melalui penghentian dan pelarangan penempatan TKI; dan

c. Program pembinaan dan perlindungan TKI.

Perlindungan dalam PP 3/2013 tidak lagi membahas program Asuransi hamun
perlindungan yang lebih bersifat teknis dan umum (misalnya pada perlindungan calon
TKI pada pra penempatan berupa pemenuhan dokumen penempatan, penetapan biaya
penempatan, dan lain-lain). Walaupun demikian, PP 3/2013 memberikan perlindungan
berupa memfasilitasi TKI pada masa purna penempatan untuk mengurus klaim
asuransi. Selain itu, salah syarat calon pekerja migran/pekerja migran mendapat
perlindungan khususnya oleh Dinas Kabupaten/Kota adalah dengan cara melakukan
verifikasi keabsahan dokumen Kartu Pekerja migran Indonesia Asuransi (KPA).
Dengan kata lain, PP 3/2013 mensyaratkan calon pekerja migran/pekerja migran
terdaftar dalam program Asuransi TKI dalam rangka perlindungan hukum. Namun
seiring berjalannya waktu, Asuransi TKI dianggap tidak kooperatif dan efektif dalam
melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya
prosedur administrasi yang harus diselesaikan dan jangka waktu penyelesaian klaim

yang terbilang lama.

18 |bid, Pasal 2.



Menanggapi masalah tersebut, di awal Agustus 2017, terdapat transformasi atau
peralihan penyelenggaraan jaminan sosial asuransi TKI kepada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS).!® Transformasi ini didukung dengan diterbitkannya Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial

Tenaga Kerja Indonesia (yang selanjutnya disebut Permenaker 7/2017).

Penerbitkan Permenaker 7/2017 ini menarik perhatian penulis dalam dua hal. Pertama,
terkait program jaminan sosial yang diatur dalam Permenaker Nomor 7/2017 ini, yang
mana berbeda dari Asuransi TKI. Dalam Permenaker 7/2017 bentuk program jaminan

bagi calon TKI/TKI dipersempit menjadi : 2

1. Jaminan Kesehatan Nasional;
2. Jaminan Kecelakaan Kerja;
3. Jaminan Kematian; dan

4. Jaminan Hari Tua.
Selain itu Permenaker 7/2017 juga mengatur :

1. Pelaksanaan Penempatan yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah;

2. Program jaminan sosial yang tetap diwajibkan bagi calon TKI/TKI yang akan
berangkat bekerja ke luar negeri;?

3. Tetap dibedakan dalam 3 (tiga) kurun waktu yang berbeda yaitu masa pra
penempatan, masa penempatan dan pasca/purna penempatan.

Kemudian, wujud perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia tak lagi hanya sebatas
santunan uang saja melainkan meliputi juga pelayanan seperti pelayanan kesehatan.
Hal ini secara tegas ditulis dalam BAB V “Manfaat Program Jaminan Sosial”

Permenaker 7/2017. Selanjutnya, pihak yang berwenang atas perlindungan bagi

19 Berita, Koran Pikiran Rakyat tertanggal 31 Juli 2017, him 17.

20 |bid, pasal 2 ayat 2.
(Namun khusus pekerja migran, program yang wajib diikuti adalah program jaminan kecelakaan
kerja dan program jaminan kematian).

2L |bid, pasal 6.



pekerja migran pun beralih dari Konsorsium Asuransi TKI kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).?? Kedua, walaupun BPJS memfasilitasi adanya
santunan barupa uang dan pelayanan kesehatan, namun pelayanan kesehatan hanya
diberikan pada masa pra penempatan dan pasca penempatan, bukan saat masa
penempatan. Sehingga, ukuran perlindungan pekerja migran hanya dinilai berdasarkan

santunan uang saja.

Berdasarkan pemaparan diatas, Penulis akan meneliti dan membandingkan tentang
Pemberlakuan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Penempatan
dikaitkan dengan penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia dikarenakan peluang
terjadinya risiko kecelakaan sampai kematian kerja adalah saat Penempatan, namun
perlindungan yang diberikan oleh pemeritah hanya sebatas sanunan berupa uang.
Selain itu perberlakuan yang dimaksud oleh Penulis, adalah pemberlakuan yang

bersifat normatif.

Kemudia, mungkin terdapat perbedaan terminologi antara “Tenaga Kerja Indonesia”
dan “Pekerja Migran Indonesia” dalam berkas penulisan hukum ini dikarenakan
diterbitkannya UU 18/2017 bulan November 2017 lalu yang merubah terminologi
“Tenaga Kerja Indonesia” menjadi “Pekerja Migran Indonesia”. Namun demikian
kedua terminologi tersebut memiliki makna yang sama dan akan tetap digunakan oleh
Penulis mengingat bahan literatur yang digunakan Penulis masih banyak yang

menggunakan terminologi “Tenaga Kerja Indonesia”.

1.2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka Penulis mengajukan rumusan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana perlindungan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia antara
Peraturan ~ Menteri  Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  Nomor

22 |bid, pasal 45 ayat 2.



PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Indonesia?

2. Apakah manfaat jaminan sosial berupa santunan uang yang diberikan kepada
pekerja migran Indonesia pada masa penempatan dapat menjamin hak-hak
pekerja migran apabila mengalami risiko yang dapat menyebabkan kerugian

ekonomis?

1.3.  Tujuan Penelitian

Berangkat dari perumusan pokok masalah yang telah dikemukakan, karena setiap
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang pada prinsipnya memiliki tujuan yang hendak
dicapai, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Membandingkan jaminan sosial yang diberikan bagi pekerja migran Indonesia
pada masa penempatan antara Asuransi TKI dan jaminan sosial pekerja migran
yang berlaku sekarang.

2. Menilai program jaminan sosial mana yang lebih memberikan perlindungan
hukum bagi Pekerja Migran Indonesia pada masa penempatan di luar negeri.

3. Menilai terkait sejauh mana pemberian santunan berupa uang dapat memenubhi
kesejahteraan pekerja migran Indonesia apabila mengalami kerugian ekonomis
akibat risiko pada masa penempatan.

1.4. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan perbandingan.
Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai

bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-
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peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.?3

Data sekunder adalah sumber, bahan, atau data tentang topik/isu yang ditulis atau

dibahas berdasarkan data primer berupa buku, jurnal maupun artikel.?* Data primer

yang Penulis gunakan antara lain :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VI/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan TKI di Luar Negeri;

Undang — Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh
Pemerintah;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga
Kerja Indonesia;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia;

2 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali
Pers, Jakarta, 2001, him. 13-14.

2 Elly Erawati, Kemahiran Umum Untuk Studi Iimu Hukum: Membaca-Mencatat-Menulis Esai
Akademik, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan,2011), him. 9.
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Peraturan Perundang — undangan yang berkaitan lainnya.

Untuk data sekunder :

Buku — Buku yang berkenaan dengan Perlindungan Hukum Tenaga
Kerja khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

Jurnal Hukum; dan

Hasil-hasil penelitian maupun hasil karya kalangan hukum yang

berkenaan dengan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia.

Dan untuk data tersier :

Kamus Besar Bahasa Indonesia;
Kamus Hukum;
Ensiklopedia; dan

Internet.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab yaitu :

1. BABI: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Identifikasi Maaslah
1.3. Tujuan Penelitian
1.4. Metode Penelitian
1.5. Sistematika Penelitian
BAB 1l : TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN SOSIAL
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
2.1. Definisi Jaminan Sosial secara Umum
2.1.1. Jaminan Sosial
2.1.2. Asuransi
2.2. Ruang Lingkup Kepesetaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
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2.3. Jaminan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi
Tenaga Kerja Indonesia
2.3.1. Pengertian Jaminan Sosial dalam Asuransi TKI
2.3.2. Program Jaminan Sosial dalam Asuransi TKI
2.3.3. Persyaratan Program Jaminan Sosial dalam Asuransi TKI

2.4. Jaminan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja Indonesia
2.4.1. Pengertian Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
2.4.2. Program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
2.4.3. Persyaratan Jaminan Sosial Khusus Pekerja Migran

Indonesia

2.5. Perbandingan Ruang Lingkup antara Program Jaminan Sosial
melalui Asuransi TKI dan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

BAB Il : MANFAAT JAMINAN BERDASARKAN

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI NOMOR PER.07/MEN/V/2010 TENTANG

ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA DAN PERATURAN

MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

INDONESIA

3.1. Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara Umum
3.1.1. Santunan berupa uang
3.1.2. Pelayanan Kesehatan

3.2. Manfaat Jaminan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang

Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
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3.2.1. Santunan berupa uang
3.3. Manfaat Jaminan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Indonesia
3.3.1. Santunan berupa Uang
3.3.2. Pelayanan Kesehatan
3.4.Bentuk Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia
pada Masa Penempatan berdasarkan Perspektif Hukum
3.4.1. Berdasarkan Hukum Administratif
3.4.2. Berdasarkan Hukum Perdata
3.4.3. Berdasarkan Hukum Pidana
BAB IV : PEMBERLAKUKAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA
MIGRAN INDONESIA PADA MASA PENEMPATAN
4.1.Perbandingan Jaminan Sosial dalam Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang
Asuransi  Tenaga Kerja Indonesia dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Indonesia
4.2.Analisis Manfaat Jaminan Sosial Berupa Santunan Uang Terhadap
Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Penempatan
BAB V : PENUTUP
5.1. Kesimpulan
5.1.1. Perbandingan Jaminan Sosial dalam Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan  Transmigrasi Nomor PER.
07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun
2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Indonesia
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5.1.2. Manfaat Jaminan Sosial Berupa Santunan Uang Terhadap
Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa
Penempatan

5.2. Saran
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